




Nomor SOP 551.7/        /LALIN/2022
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PERHUBUNGAN M. DARMAWIJAYA, SH
NIP. 19690606 200003 1 006

Judul SOP
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN 

JALAN

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1 Undang - Undang  Nomor   22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 1. Mengidentifikasi  permasalahan terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Membangun koordinasi dengan instansi terkait untuk membantu tugas-tugas Dinas Perhubungan di 

lapangan dengan konsisten
3. Tercapainya ketertiban lalu lintas

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pehubungan 1. Materi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. Spanduk/Banner
3. Laptop
4. Infocus
5. Microphone

Peringatan Pencatatan dan pendataan
Jika SOP ini diabaikan, maka kinerja SKPD Dinas Perhubungan tidak terukur dengan jelas



I. Identifikasi SOP berdasarkan Tugas dan Fungsi serta Kegiatan yang berhubungan :

SUB FUNGSI/ URAIAN TUGAS OUTPUT ASPEK JUDUL SOP
Melaksanakan Forum Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan Laporan Kegiatan Pendidikan/Edukasi FORUM LALU LINTAS DAN 

ANGKUTAN JALAN



II. IDENTIFIKASI LANGKAH

1 Nama SOP : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2 Jenis Kegiatan : Rutin
3 Penanggung jawab

a. Produk : Kepala Dinas
b. Kegiatan : Kepala Seksi Lalu Lintas

4 Ruang lingkup : Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh kota

Langkah Awal : 1.  Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Lalu Lintas  dan Angkutan untuk melaksanakan Forum Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan dengan melibatkan Instansi terkait.

Langkah Utama : 1.  Kepala  Bidang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  memerintahkan Kepala  Seksi  Lalu  Lintas  untuk melaksanakan 
kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

2. Kepala  Seksi  Lalu  Lintas  memerintakan  staf  Bidang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  untuk  membuat  surat 
undangan kepada Instansi terkait yang terlibat dalam kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan. 

3. PNS/ASN melakukan  koordinasi bersama Instansi terkait  pelaksanaan Forum  Lalu  Lintas  dan  Angkutan 
Jalan 

4. PNS/ASN  memberikan  materi  Forum  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  telah  dibuat  kepada  Kepala 
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan selaku narasumber

5. PNS/ASN  yang  telah  ditunjuk  dalam  Surat  Perintah  Tugas  (SPT)  tiba  dilokasi  pelaksanaan  Forum  Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan  untuk menyiapkan semua perlengkapan penunjang lainnya.

6.
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan melalui Kepala Seksi Lalu Lintas membuat laporan tentang hasil 
pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Kepala Dinas perhubungan Kabupaten Lima 
Puluh Kota.



Kelengkapan Waktu Output Keterangan
2 3 4 5

Instruksi Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angutan untuk 
melaksanakan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 15 menit

Arahan dan petunjuk lisan tentang 
gambaran awal pelaksanaan 
kegiatan

Penugasan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh 
Kepala Seksi Lalu Lintas kepada Staf Bidang Lalu Lintas 
dan Angutan

30 menit Surat Perintah Tugas (SPT)

PNS/ASN yang telah ditunjuk dalam SPT untuk 
melaksanakan Koordinasi kepada instansi terkait mengnai 
kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1 Hari Waktu dan Tempat pelaksanaan

PNS/ASN membuat materi Forum Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan 3 Jam Materi Forum Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Power Point)

PNS/ASN membuat design spanduk/banner 2 Hari Spanduk/Banner

PNS/ASN mempersiapkan perlengkapan dan peralatan 
untuk kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 15 menit Perlengkapan dan Peralatan siap 

digunakan
Untuk nama-nama yang terlibat dalam SPT tiba di lokasi 30 
Menit sebelum pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan

Sejauh Lokasi Seluruh anggota tiba di lokasi

PNS/ASN mempersiapkan ruangan yang akan di gunakan 
untuk pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 30 Menit Ruangan telah siap

Moderator membuka acara kegiatan Forum Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan Selama Kegiatan

Narasumber mengambil alih proses 
Forum Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan

Pelaksanaan kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan bersama Instansi terkait Selama Kegiatan Materi telah di sampaikan

PNS/ASN mengambil dokumentasi dan absen kehadiran 
peserta Forum Lalu Lintasdan Angkutan Jalan Selama Kegiatan Dokumentasi dan daftar hadir yang 

telah diisi

PNS/ASN membuat laporan pelaksanaan kegiatan Forum 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1 hari Laporan tertulis sesuai format yang 

disediakan



No Aktivitas
Pelaksanaan Mutu Baku

Kepala 
Bidang

Kepala 
Seksi PNS/ASN Stakholder Kelengkapan Waktu Output Ket

1 Instruksi Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angutan untuk 
melaksanakan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Surat Perintah Tugas 
(SPT) 15 menit

Arahan dan petunjuk lisan 
tentang gambaran awal 
pelaksanaan kegiatan

2 Penugasan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepala 
Seksi Lalu Lintas kepada Staf Bidang Lalu Lintas dan Angutan

Arahan dan petunjuk lisan 
tentang gambaran awal 
pelaksanaan kegiatan

30 menit Surat Perintah Tugas (SPT)

3
PNS/ASN yang telah ditunjuk dalam SPT untuk melaksanakan 
Koordinasi kepada instansi terkait mengnai kegiatan Forum 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Surat Perintah Tugas 
(SPT) 1 Hari Waktu dan Tempat 

pelaksanaan

4 PNS/ASN membuat materi Forum Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan

Waktu dan tempat 
pelaksanaan 3 Jam Materi Forum Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Power Point)

5 PNS/ASN membuat design spanduk/banner Laptop atau Komputer 2 Hari Spanduk/Banner

6 PNS/ASN mempersiapkan perlengkapan dan peralatan untuk 
kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Spanduk/Banner, Laptop, 
Infocus, Microphone 15 menit Perlengkapan dan Peralatan 

siap digunakan

7
Untuk nama-nama yang terlibat dalam SPT tiba di lokasi 30 
Menit sebelum pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan

Petugas datang tepat 
waktu Sejauh Lokasi Seluruh anggota tiba di lokasi

8 PNS/ASN mempersiapkan ruangan yang akan di gunakan 
untuk pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Perlengkapan dan 
peralatan yang telah 
disiapkan

30 Menit Ruangan telah siap

9 Moderator membuka acara kegiatan Forum Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan Microphone dan materi Selama Kegiatan Narasumber Mengambil Alih 

Proses Sosialisasi

10 Pelaksanaan kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
bersama Instansi terkait Microphone dan materi Selama Kegiatan Materi telah di sampaikan

11 PNS/ASN mengambil dokumentasi dan absen kehadiran 
peserta Forum Lalu Lintasdan Angkutan Jalan

Hasil pelaksanaan 
kegiatan Selama Kegiatan Dokumentasi dan daftar hadir 

yang telah diisi

12 PNS/ASN membuat laporan pelaksanaan kegiatan Forum Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan Format laporan 1 hari Laporan tertulis sesuai format 

yang disediakan

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

M. DARMAWIJAYA, SH
NIP. 19690606 200003 1 006



Nomor SOP : 551.7/               /LALIN/I/2022
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1
2

3.
4.

5.  

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
Komputer dan Kelengkapannya
Stempel Dinas Perhubungan
Persyaratan  Administrasi  sesuai ketentuan yang berlaku

Peringatan Pencatatan dan pendataan

DINAS PERHUBUNGAN
Standar Operasi Prosedur (SOP)

Pelayanan Pembuatan Izin Insidentil

: 31   JANUARI 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

M. DARMAWIJAYA,SH
M. DARMAWIJAYA,SH

Undang - Undang  Nomor   22  Tahun  2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan. 1.  Menguasai Keterampilan Komputer

DINAS PERHUBUNGAN

Judul SOP PELAYANAN PEMBUATAN IZIN INSIDENTIL

Jika SOP ini diabaikan, maka kinerja SKPD Dinas Perhubungan tidak terukur dengan jelas

Peraturan Bupati  Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, 
Standar Operasional Prosedur ( SOP )

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

2.  Menguasai bidang Transportasi

Peraturan  Pemerintah  Nomor 74 tentang Angkutan  Jalan.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan 
Orang Dalam Trayek



NO KOMPONEN
1. Persyaratan Pelayanan : Syarat - Syarat Perlengkapan  Administrasi  yang  diperlukan untuk pemohon baru : 

1. Surat Permohonan (telah disediakan);
2. Fotocopy KTP Pemohon;
3. Fotocopy STNK (dengan memperlihatkan yang aslinya);
4. Fotocopy Kartu Pengawasan ( dengan memperlihatkan aslinya);
5. Fotocopy Buku KEUR ( dengan memperlihatkan aslinya).

2. Sistem , Mekanisme dan Prosedur  

PROSEDUR PELAYANAN  PERIZINAN
1. Pemohon menyiapkan permohonan Izin Insidentil kepada Fungsioanal Umum

dengan melengkapi segala persyaratan administrasi menurut ketentuan dan
perundang - undangan;

2. Fungsional Umum menerima permohonan Persyaratan dari permohon, memeriksa
kelengkapan persyaratan, mencatatnya pada buku kontrol surat masuk, dan
selanjutnya menyerahkan kepada Kepala Seksi Angkutan;

3. Kepala Seksi Angkutan menerima dan melakukan cek terhadap kelengkapan
persyaratan. Apabila telah dinyatakan lengkap, selanjutnya diserahkan kepada
Fungsional Umum untuk dibuatkan surat Izin Insidentil dan apabila tidak lengkap,
dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;

4. Fungsional Umum mengetik dan mencetak Izin Insidentil, kemudian menyerahkan
kepada Kepala Seksi Angkutan;

5. Kepala Seksi Angkutan memeriksa Izin Insidentil Apabila sesuai dibubuhi paraf
kemudian diteruskan ke Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan untuk ditanda-
tangani. Apabila tidak sesuai dikembalikan kepada Fungsional Umum untuk
dibetulkan;

6. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan memeriksa Izin Insidentil, apabila
disetujui ditadatangani kemudian diserahkan Kepada Seksi Angkutan, apabila tidak
sesuai dikembalikan kepada Kepala Seksi Angkutan  untuk disempurnakan;

7. Kepala Seksi Angkutan memerintahkan Fungsional Umum untuk menstempel,
mencatatnya pada buku agenda, dan selanjutnya dilakukan Scanning data untuk
disimpan dikomputer;

8. Fungsional Umum menyerahkan Izin Insidentil kepada Pemohon, minta tanda
terima dan mengarsipkan persyaratan;

9. Pemohon mengembalikan Izin Isidentil ke Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas
dan  Angkutan  sehari setelah tanggal masa berlaku izin berakhir.

3. Jangka  Waktu Pelayanan : 25 ( Dua puluh lima ) menit.
4. Biaya / Tarif : Tanpa di pungut biaya.
5. Produk  Pelayanan Izin Insidentil
6. Penanganan  pengaduan, saran, dan 

masukan 
: Kotak Saran

Ditetapkan  di  Tanjung Pati
Pada tanggal  31 Januari  2021

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lima Puluh Kota

 

M. DARMAWIJAYA,SH
NIP. 19690606 200003 1 006

LAMPIRAN  :   KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR        :    551.7/          /LALIN/I/2022
TENTANG     :   PELAYANAN PEMBUATAN IZIN INSIDENTIL

URAIAN 

Permohonan Fungsional 
Umum

Kasi Angkutan Fungsional 
Umum

Kasi Angkutan 

Kepala Bidang 
AngkutanKasi Angkutan Fungsional 

Umum

Diterbitkan Surat 
Insidentil / 

Ditolak



I. Identifikasi SOP berdasarkan Tugas dan Fungsi serta kegiatan  yang  berhubungan : 
 

SUB FUNGSI / URAIAN TUGAS OUT PUT ASPEK JUDUL  SOP 

 
Melaksanakan proses  pemberian 
Izin Insidentil  kepada setiap  mobil 
penumpang umum. 

 
Izin Insidentil 

 
Pelayanan   

 
Pelayanan  Pembuatan Izin 
Insidentil. 
 

 

II.   Identifikasi Langkah 

1 Nama   SOP Pelayanan Pembuatan Izin Insidentil pada Dinas Perhubungan  

2 Jenis  Kegiatan  Situasional 

3 Penangung   Jawab  

a. Produk Kepala Dinas 

b. Kegiatan Kepala Seksi  Angkutan . 

4 Ruang lingkup Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Lima Puluh Kota 

 

Langkah Awal : Pemohon mengajukan permohonan pengurusan Izin Insidentil kepada Fungsional 

Umum (FU) dengan melengkapi segala persyaratan administrasi antara lain Surat 

Permohonan (telah disediakan), Fotocopy KTP pemohon, Fotocopy STNK (dengan 

memperlihatkan aslinya), fotocopy Kartu Pengawasan (dengan memperlihatkan 

aslinya) dan fotocopy buku keur (dengan memperlihatkan aslinya).  

Langkah Utama : 1. FU menerima permohonan persyaratan dari Pemohon, memeriksa 
kelengkapan persyaratan, dan selanjutnya menyerahkan kepada Kepala Seksi 
Angkutan. 

2. Kepala Seksi Angkutan menerima dan melakukan cek terhadap kelengkapan 
persyaratan. Apabila telah dinyatakan lengkap, selanjutnya diserahkan kepada 
FU untuk dibuatkan Izin Insidentil dan apabila tidak lengkap, dikembalikan 
kepada Pemohon untuk dilengkapi. 

3. FU mengetik dan mencetak Izin Insidentil, kemudian menyerahkan kepada 
Kepala Seksi Angkutan. 

4. Kepala Seksi Angkutan memeriksa Izin Insidentil apabila sesuai dibubuhi paraf 
kemudian diteruskan Ke Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan untuk 
ditanda-tangani. Apabila tidak sesuai dikembaikan kepada  FU untuk 
dibetulkan. 

5. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan memeriksa Izin Insidentil, apabila 
disetujui ditandatangani kemudian diserahkannya kepada Kepala Seksi 
Angkutan, apabila tidak sesuai dikembalikan kepada Kepala Seksi Angkutan 
untuk disempurnakan. 

6. Kepala Seksi Angkutan memerintahkan FU untuk di gandakan, distempel, serta 
dicatat dalam buku tanda terima pembuatan pelayanan angkutan 

7. FU menyerahkan Izin Insidentil kepada Pemohon, minta tanda terima dan 
mengarsipkan persyaratan. 

8. Pemohon mengembalikan Izin Insidentil ke Dinas Perhubungan Bidang Lalu 
Lintas dan  Angkutan sehari setelah tanggal masa berlaku Izin berakhir. 

  



III.  Mutu Baku 

Kelengkapan Waktu Output Keterangan 

(1) (2) (3) (4) 

Surat Permohonan (telah disediakan 

dan diisi oleh pemohon dengan jelas 

dan lengkap), Fotocopy KTP 

pemohon, Fotocopy STNK (dengan 

memperlihatkan aslinya), fotocopy 

Kartu Pengawasan (dengan 

memperlihatkan aslinya) dan 

fotocopy buku keur (dengan 

memperlihatkan aslinya).  

5 menit Surat Permohonan (telah disediakan 

dan diisi oleh pemohon dengan jelas 

dan lengkap), Fotocopy KTP pemohon, 

Fotocopy STNK (dengan 

memperlihatkan aslinya), fotocopy 

Kartu Pengawasan (dengan 

memperlihatkan aslinya) dan fotocopy 

buku keur (dengan memperlihatkan 

aslinya).  

Jika tidak 

lengkap 

dikembalikan 

kepada  

Pemohon untuk 

segera 

dilengkapi. 

Kelengkapan Permohonan dan 

Persyaratan  Pembuatan Izin 

Insidentil  

3 menit  Kelengkapan Permohonan dan 

Persyaratan  Pembuatan Izin 

Insidentil yang telah diperiksa 

Jika tidak lengkap 
dikembalikan 

kepada 
Fungsional Umum   

Izin Insidentil  yang telah diketik 2  menit Izin Insidentil  yang telah diketik  

diparaf Kepala Seksi Angkutan . 

 

Izin Insidentil  yang telah diketik  

diparaf  Kepala Seksi Angkutan . 

2  menit Izin Insidentil  yang ditanda tangani 

oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan   

Angkutan. 

 

Izin Insidentil  yang ditanda tangani 

oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan   

Angkutan. 

2  menit  Izin Insidentil  yang ditanda tangani 

oleh  Kepala Bidang  Angkutan 

 

Izin Insidentil yang ditanda tangani 

oleh  Kepala Bidang Lalu Lintas dan  

Angkutan di gandakan, distempel, 

serta dicatat dalam buku tanda 

terima pembuatan pelayanan 

angkutan 

2 menit  Izin Insidentil yang telah 

ditandatangani dalam buku tanda 

terima pembuatan pelayanan 

angkutan oleh pemohon dapat di 

serahkan kepada pemohon. 

 

 



 

IV. Judul  SOP :   PELAYANAN  PEMBUATAN  IZIN INSIDENTIL   

No. Aktivitas 

Mutu Baku Keterangan 

Kabid Lalin 
& Angkutan 

Kepala Seksi 
Angkutan 

 
Fungsional 
Umum/FU 

Pemohon Kelengkapan Waktu Output Ket 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pemohon mengajukan permohonan 
pengurusan Izin Insidentil kepada Fungsional 
Umum (FU) dengan melengkapi segala 
persyaratan administrasi antara lain Surat 
Permohonan (telah disediakan dan diisi oleh 
pemohon dengan jelas dan lengkap), Fotocopy 
KTP pemohon, Fotocopy STNK (dengan 
memperlihatkan aslinya), fotocopy Kartu 
Pengawasan (dengan memperlihatkan aslinya) 
dan fotocopy buku keur (dengan 
memperlihatkan aslinya).   

   Surat Permohonan, 
Fotocopy KTP pemohon, 
Fotocopy STNK (dengan 
memperlihatkan 
aslinya), fotocopy Kartu 
Pengawasan (dengan 
memperlihatkan aslinya) 
dan fotocopy buku keur 
(dengan 
memperlihatkan 
aslinya). 

2  menit 
 

Persyaratan  

2. FU menerima permohonan persyaratan dari 
Pemohon, memeriksa kelengkapan 
persyaratan, dan selanjutnya menyerahkan 
kepada Kepala Seksi Angkutan. 

 

   

  

Persyaratan 3  menit 

 
Persyaratan   

3. Kepala Seksi Angkutan menerima dan 
melakukan cek terhadap kelengkapan 
persyaratan. Apabila telah dinyatakan lengkap, 
selanjutnya diserahkan kepada FU untuk 
dibuatkan Izin Insidentil dan apabila tidak 
lengkap, dikembalikan kepada Pemohon untuk 
dilengkapi. 

        
      

 
       

  

Persyaratan 2  menit Persyaratan   

4. FU mengetik dan mencetak Izin Insidentil, 
kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi 
Angkutan. 

    
 
 
      
         

 

  

      Disposisi cetakkan.  3  menit Cetakkan /print out Izin 
Insidentil. 

  

5. Kepala Seksi Angkutan memeriksa Izin 
Insidentil apabila sesuai dibubuhi paraf 
kemudian diteruskan Ke Kepala Bidang Lalu 
Lintas dan  Angkutan untuk ditanda-tangani. 
Apabila tidak sesuai dikembaikan kepada  FU 
untuk dibetulkan. 

  
 

 

  
        

 
     

  

Cetakkan /print out Izin 
Insidentil 

2  menit Izin Insidentil diparaf 
oleh Kepala Seksi 
Angkutan. 

  

T 

Y 

T 

Y 



No. Aktivitas 

Mutu Baku Keterangan 

Kabid Lalin 
& Angkutan 

Kepala Seksi 
Angkutan 

 
Fungsional 
Umum/FU 

Pemohon Kelengkapan Waktu Output Ket 

6. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan 
memeriksa Izin Insidentil, apabila disetujui 
ditandatangani kemudian diserahkannya 
kepada Kepala Seksi Angkutan, apabila tidak 
sesuai dikembalikan kepada Kepala Seksi 
Angkutan untuk disempurnakan. 

 
        

 
       

 

  

Izin Insidentil diparaf 
oleh Kepala Seksi 
Angkutan. 

3  menit Izin Insidentil yang 
ditanda tangani oleh 
Kepala Bidang Lalu 
Lintas dan  Angkutan. 

  

7. Kepala Seksi Angkutan memerintahkan FU 
untuk di gandakan, distempel, serta dicatat 
dalam buku tanda terima pembuatan 
pelayanan angkutan 

    

  

Izin Insidentil yang 
ditanda tangani oleh 
Kepala Bidang Lalu 
Lintas dan  Angkutan. 

2  menit Disposisi, stempel, dll   

8. FU menyerahkan Izin Insidentil kepada 
Pemohon, minta tanda terima dan 
mengarsipkan persyaratan. 

       Disposisi, stempel, dll 2  menit Izin Insidentil yang 
sudah distempel, berkas 
kelengkapan disimpan.  

  

9. Pemohon mengembalikan Izin Insidentil ke 
Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas dan  
Angkutan sehari setelah tanggal masa berlaku 
Izin berakhir. 

    Izin Insidentil yang 
sudah distempel, 

 Izin Insidentil yang 
sudah distempel 

 

 
 

Tanjung  Pati,                                      2021 
Kepala Dinas Perhubungan 
Kabupaten Lima Puluh Kota 

 

 

M.DARMAWIJAYA,SH 
NIP. 19690606 200003 1 006 

T 

Y 



Nomor SOP : 551.7/               /LALIN/I/2022
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1
2

3.
4.

5.  

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
Komputer dan Kelengkapannya
Stempel Dinas Perhubungan
Persyaratan  Administrasi  sesuai ketentuan yang berlaku

Peringatan Pencatatan dan pendataan

DINAS PERHUBUNGAN

Judul SOP PELAYANAN PEMBUATAN KARTU PENGAWASAN 
ANGKUTAN PERKOTAAN

Jika SOP ini diabaikan, maka kinerja SKPD Dinas Perhubungan tidak terukur dengan jelas

Peraturan Bupati  Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, 
Standar Operasional Prosedur ( SOP )

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

2.  Menguasai bidang Transportasi

Peraturan  Pemerintah  Nomor 74 tentang Angkutan  Jalan.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan 
Orang Dalam Trayek

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

M.DARMAWIJAYA,SH
NIP. 19690606 200003 1 006

Undang - Undang  Nomor   22  Tahun  2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan. 1.  Menguasai Keterampilan Komputer

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PERHUBUNGAN
Standar Operasi Prosedur (SOP)

Pelayanan Pembuatan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan 

: 31  JANUARI 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR :
TENTANG : PELAYANAN PEMBUATAN KARTU PENGAWASAN ANGKUTAN PERKOTAAN 

NO KOMPONEN
1. Persyaratan Pelayanan : Syarat - Syarat Perlengkapan  Administrasi  yang  diperlukan untuk pemohon: 

1. Fotocopy  STNK (dengan menunjukkan aslinya);
2. Fotocopy  Buku KEUR (dengan menunjukkan aslinya);
3. Kartu Pengawasan yang lama;
4. Kartu Izin Usaha.

2. Sistem , Mekanisme dan Prosedur  

PROSEDUR PELAYANAN  PERIZINAN
1. Pemohon menyiapkan permohonan Kartu Pengawasan angkutan perkotaan yang

mana kewenangannya telah diserahkan berdasarkan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku kepada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam
hal ini Dinas Perhubungan Lima Puluh Kota, dengan melengkapi segala
persyaratan administrasi menurut ketentuan dan perundang - undangan.

2. Fungsional Umum menerima persyaratan administrasi dari Pemohon,
memeriksa kelengkapan berkas dan selanjutnya menyerahkan kepada Kepala
Seksi Angkutan;

3. Kepala Seksi Angkutan menerima dan melakukan pengecekan ulang terhadap
kelengkapan berkas persyaratan. Apabila telah lengkap, selanjutnya diserahkan
kepada Fungsional Umum untuk dibuatkan rancangan Kartu Pengawasan dan
apabila belum legkap, dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi lagi;

4. Fungsional Umum mengetik dan mencetak Kartu Pengawasan, kemudian
menyerahkannya kepada Kepala Seksi Angkutan;

5. Kepala Seksi Angkutan memeriksa Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan,
apabila sudah sesuai dibubuhi paraf kemudian diteruskan ke Kepala Bidang
Angkutan. Namun apabila belum sesuai dikembalikan kepada Fungsional Umum
untuk dibetulkan;

6. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan memeriksa Kartu Pengawasan
Angkutan Perkotaan, apabila disetujui, Kartu Pengawasan kemudian
ditandatanggani dan bilamana belum akan diserahkan kembali kepada Kepala
Seksi Angkutan  untuk disempurnakan;

7. Kepala Seksi Angkutan memerintahkan Fungsional Umum untuk menstempel
Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan dan mencatatnya pada daftar
penerimaan retribusi Kartu Pengawasan; 

8. Pemohon melakukan pembayaran retribusi Kartu Pengawasan Angkutan
Perkotaan sesuai biaya yang ditetapkan kepada Fungsional Umum; 

9. Fungsional Umum menyerahkan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan kepada
Pemohon dan mengarsipkan berkas dari pemohon. 

3. Jangka  Waktu Penyelesaian : 25 ( dua puluh lima ) menit.
4. Biaya / Tarif : tidak di pungut biaya
5. Produk  Pelayanan : - Kartu Pengawasan 
6. Penanganan  pengaduan  saran : Kotak Saran

Ditetapkan  di  Tanjung Pati
Pada tanggal    31 Januari  2022
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lima Puluh Kota

 

M.DARMAWIJAYA,SH
NIP. 19690606 200003 1 006

URAIAN 

Permohonan Fungsional
Umum

Kasi Angkutan Fungsional 
Umum

Fungsional 
Umum

Diterbitkan Kartu 
Pengawasan

Kasi Angkutan 
Kabid Lalin & 

Angkutan



I. Identifikasi SOP berdasarkan Tugas dan Fungsi serta kegiatan  yang  berhubungan : 
 

SUB FUNGSI  
/ URAIAN TUGAS 

OUT PUT ASPEK JUDUL  SOP 

 
Melaksanakan proses  pemberian 
Kartu Pengawasan Angkutan 
Perkotaan kepada setiap  mobil 
penumpang umum. 

 
Kartu 

Pengawasan 
Angkutan 
Perkotaan  

 
Pelayanan   

 
Pelayanan  Pembuatan Kartu  
Pengawasan Angkutan Perkotaan 
 
 

 

II. Identifikasi Langkah 

1 Nama   SOP Pelayanan Pembuatan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan pada Dinas 

Perhubungan  

2 Jenis  Kegiatan  Rutin 

3 Penangung   Jawab  

a. Produk Kepala Dinas 

b. Kegiatan Kepala Seksi Angkutan  

4 Ruang lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota 

Langkah Awal : Pemohon menyerahkan persyaratan berupa Kartu Pengawasan Angkutan 

Perkotaan yang Lama, fotocopy Buku KEUR (menunjukkan aslinya), fotocopy 

STNK (menunjukkan aslinya), dan Izin Trayek kepada Fungsional Umum (FU). 

Langkah Utama : 1. FU menerima permohonan persyaratan dari Pemohon, memeriksa 

kelengkapan persyaratan dan selanjutnya menyerahkan kepada Kepala 

Seksi Angkutan. 

2. Kepala Seksi Angkutan menerima dan melakukan cek  terhadap 

kelengkapan berkas persyaratan. Apabila telah dinyatakan lengkap, 

selanjutnya diserahkan kepada Fungsional Umum untuk dibuatkan Kartu 

Pengawasan Angkutan Perkotaan (KP) dan apabila tidak lengkap, 

dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi. 

3. Fungsional Umum mengetik dan mencetak Kartu Pengawasan Angkutan 

Perkotaan (KP), kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi Angkutan. 

4. Kepala Seksi Angkutan memeriksa Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan 

(KP) apabila sesuai, dibubuhi paraf kemudian diteruskan ke Kepala Bidang 

Lalu lintas dan Angkutan untuk ditanda-tangani. Apabila tidak sesuai 

dikembaikan kepada  Fungsional Umum untuk dibetulkan. 

5. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan memeriksa Kartu Pengawasan 

Angkutan Perkotaan (KP), apabila disetujui ditandatangani kemudian 

menyerahkannya kepada Kepala Seksi Angkutan, apabila tidak sesuai 

dikembalikan kepada Kepala Seksi Angkutan untuk disempurnakan. 

6. Kepala Seksi Angkutan memerintahkan Fungsional Umum untuk 

menstempel dan meminta Pemohon untuk membayar retribusi Kartu 

Pengawasan. 

7. Fungsional Umum menyerahkan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan 

(KP) kepada Pemohon. 

  



III. Mutu Baku 

Kelengkapan Waktu Output Keterangan 

(1) (2) (3) (4) 

 Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan 

yang Lama, fotocopy Buku KEUR 

(menunjukkan aslinya), fotocopy STNK 

(menunjukkan aslinya), dan Izin Trayek 

kepada Fungsional Umum (FU) 

5 menit Kartu Pengawasan Angkutan 

Perkotaan yang Lama, fotocopy 

Buku KEUR (menunjukkan aslinya), 

fotocopy STNK (menunjukkan 

aslinya), dan Izin Trayek kepada 

Fungsional Umum (FU) 

Jika tidak lengkap 

dikembalikan kepada  

Pemohon untuk 

segera dilengkapi. 

Kelengkapan Permohonan dan Persyaratan  

Kartu Pengawasan  

3 menit Kelengkapan Permohonan dan 

Persyaratan  Pembuatan Kartu 

Pengawasan yang telah diperiksa 

Jika tidak lengkap 
dikembalikan kepada 
Fungsional Umum   

Kartu Pengawasan yang telah diketik dan 

dicetak 

2  menit Kartu Pengawasan yang telah 

diketik dan dicetak  diparaf Kepala 

Seksi Angkutan . 

 

Kartu Pengawasan yang telah diketik dan 

dicetak  diparaf Kepala Seksi Angkutan . 

2  menit Kartu Pengawasan yang ditanda 

tangani oleh Kepala Bidang Lalu 

Lintas dan   Angkutan. 

 

Kartu Pengawasan yang ditanda tangani 

oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan   

Angkutan di gandakan, distempel, serta 

dicatat dalam buku tanda terima 

pembuatan pelayanan angkutan 

2 menit Kartu Pengawasan yang telah 

ditandatangani dalam buku tanda 

terima pembuatan pelayanan 

angkutan oleh pemohon dapat di 

serahkan kepada pemohon. 

 



 

Judul  SOP :   PELAYANAN  PEMBUATAN  KARTU PENGAWASAN 

No. Aktivitas 

Mutu Baku Keterangan 

Kabid Lalin 
& Angkutan 

Kasi 
Angkutan  

 
Fungsional 
Umum/FU 

Pemohon Kelengkapan Waktu Output Ket 

1. 
 
 
 

 
 

Pemohon menyerahkan persyaratan berupa 

Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan Lama, 

fotocopy Buku KEUR, fotocopy STNK dan Izin 

Trayek kepada Fungsional Umum (FU). 

 

   Kartu Pengawasan 
Angkutan Perkotaan 
Lama, fotocopy Buku 
KEUR, fotocopy STNK dan 
Izin Trayek 

2  menit 
 

Persyaratan  

2. FU menerima permohonan persyaratan dari 
Pemohon, memeriksa kelengkapan persyaratan 
dan selanjutnya menyerahkan kepada Kepala 
Seksi Angkutan. 

 

   

  

Berkas Persyaratan 3  menit 
 

Persyaratan   

3. Kepala Seksi Angkutan menerima dan 
melakukan cek  terhadap kelengkapan 
persyaratan. Apabila telah dinyatakan lengkap, 
selanjutnya diserahkan kepada FU untuk 
dibuatkan Kartu Pengawasan Angkutan 
Perkotaan (KP) dan apabila tidak lengkap, 
dikembalikan kepada Pemohon untuk 
dilengkapi. 

        
      

 
       

  

Berkas Persyaratan 2  menit Pencetakkan / print out   

Kartu Pengawasan 

Angkutan Perkotaan (KP) 

  

4. FU mengetik dan mencetak Kartu Pengawasan 
Angkutan Perkotaan (KP), kemudian 
menyerahkan kepada Kepala Seksi Angkutan. 

    
 
 
      
         

 

  

Disposisi cetakkan. 3  menit Cetakkan /print out 
Kartu Pengawasan 
Angkutan Perkotaan (KP) 

  

5. Kepala Seksi Angkutan memeriksa Kartu 
Pengawasan Angkutan Perkotaan (KP) apabila 
sesuai, dibubuhi paraf kemudian diteruskan ke 
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan untuk 
ditanda-tangani. Apabila tidak sesuai 
dikembaikan kepada  FU untuk dibetulkan. 

  
 

 

  
        

 
     

  

Cetakkan /print out 
Kartu Pengawasan 
Angkutan Perkotaan 
(KP) 

2  menit Kartu Pengawasan 
Angkutan Perkotaan (KP) 
yang diparaf oleh Kepala 
Seksi Angkutan. 

  

T 

Y 

T 

Y 



6. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan 
memeriksa Kartu Pengawasan Angkutan 
Perkotaan (KP), apabila disetujui 
ditandatangani kemudian  menyerahkannya 
kepada Kepala Seksi Angkutan, apabila tidak 
sesuai dikembalikan kepada Kepala Seksi 
Angkutan untuk disempurnakan. 

 
        

 
       

 

  

Kartu Pengawasan 
Angkutan Perkotaan 
(KP) yang diparaf oleh 
Kepala Seksi Angkutan. 

3  menit Kartu Pengawasan 
Angkutan Perkotaan (KP) 
yang ditanda tangani 
oleh Kabid Angkutan. 

  

7. Kepala Seksi Angkutan memerintahkan  FU 
untuk  menstempel Kartu Pengawasan 
Angkutan Perkotaan. 

    

 

Kartu Pengawasan 
Angkutan Perkotaan 
(KP) yang ditanda 
tangani oleh Kepala 
Bidang  Lalu Lintas dan 
Angkutan. 

2  menit Disposisi, stempel, dll  

8. FU menstempel Kartu Pengawasan dan 
meminta Pemohon untuk membayar retribusi 
Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan. 

       Disposisi, stempel, dll 2  menit Kartu Pengawasan 
Angkutan Perkotaan (KP) 
yang sudah distempel, 
dan disimpan.  

  

9. FU menyerahkan Kartu Pengawasan Angkutan 
Perkotaan (KP)  kepada Pemohon dan 
mengarsipkan berkas Pemohon 

    Kartu Pengawasan 
Angkutan Perkotaan 
(KP) yang sudah 
distempel, dan simpan di 
komputer. 

3  menit Kartu Pengawasan 
Angkutan Perkotaan (KP) 
1   ( satu ) rangkap. 

 

 
 

Tanjung  Pati,                                  2021 
Kepala Dinas Perhubungan 
Kabupaten Lima Puluh Kota 
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Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan 
Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

2.  Menguasai Bidang Transportasi

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PERHUBUNGAN M.DARMAWIJAYA,SH
NIP. 19690606 200003 1 006

Judul SOP PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PERTEMUAN DENGAN 
PENGUSAHA ANGKUTAN

Undang - Undang  Nomor   22  Tahun  2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan. 1.  Menguasai Keterampilan Komputer

Peraturan  Pemerintah  Nomor 74 tentang Angkutan  Jalan.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 
Angkutan Orang Dalam Trayek
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan
Keputusan Menteri Perhubungan  Nomor 35 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan 
angkutan  orang di jalan dengan kendaraan umum.
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Penyusunan, Standar Operasional Prosedur ( SOP )

Jika SOP ini diabaikan, maka kinerja SKPD Dinas Perhubungan tidak terukur dengan jelas



I.
ASPEK

Rapat

II. Identifikasi Langkah
1. Nama SOP :
2. Jenis Kegiatan :
3. Penangung  jawab

a. Produk :
b. Kegiatan :

4. Ruang lingkup :
:

: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Dinas Perhubungan

Identifikasi  SOP berdasarkan Tugas dan fungsi  serta kegiatan  yang berhubungan :
SUB FUNGSI / URAIAN TUGAS OUT PUT JUDUL SOP

Melaksanakan Sosialisasi dan
Pertemuan dengan Pengusaha
Angkutan

Sosialisasi dan 
pertemuan

Melaksanakan Sosialisasi dan
Pertemuan dengan Pengusaha
Angkutan

Melaksanakan Sosialisasi dan Pertemuan dengan Pengusaha Angkutan
Rutin

Kepala Dinas
Kepala Seksi Angkutan

Langkah Awal Kepala Dinas, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Kepala Seksi Angkutan
merancang bahan - bahan untuk pelaksanaan sosialisasi dan pertemuan
dengan Pengusaha Angkutan Orang dan Barang.

Langkah Utama Kepala Bidang Lalu Lintas memerintahkan Kepala Seksi Angkutan
untuk membuat surat undangan menghadiri sosialisasi dan
pertemuan dengan pengusaha angkutan Orang / Barang

Kepala Seksi Lalu Lintas membuat konsep surat undangan dan
memerintahkan Staf terkait untuk mengetik surat.

Notulen rapat pertemuan / laporan hasil sosialisasi yang telah
diketik dan disusun diserahkan kepada Kepala Seksi Angkutan untuk
diperiksa apabila ada perbaikan akan diperbaiki, apabila tidak akan
dilaporkan kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Staf terkait mengetik surat berdasarkan konsep surat yang diberikan
oleh Kasi Angkutan 
Kepala Seksi memeriksa surat undangan dan memparafnya lalu
diserahkan kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Kepala Bidang memparaf dan menyerahkan kepada sekretaris untuk
di paraf dan diajukan kepada Kepala Dinas untuk di tandatangani

Surat yang telah ditandatangani diserahkan kembali kepada kepala
seksi oleh Kepada Bidang

Kepala seksi memerintahkan untuk memperbanyak dan
mendistribusikan surat tersebut kepada perserta atau undangan
sosialisasi dan pertemuan serta menyiapkan Absensi, kelengkapan
rapat lainnya serta konsumsi.

Melaksanakan sosialisasi dan pertemuan dengan Pengusaha
Angkutan Orang / Barang
Staf terkait mecatat / mengetik hasil sosialisasi dan pertemuan
sebagai notulis untuk notulen rapat pertemuan / laporan hasil
sosialisasi

Kepala Bidang Lalu Lintas memeriksa notulen rapat pertemuan /
laporan hasil sosialisasi apabila ada perbaikan dikembalikan kepada
Kepala Seksi Angkutan untuk diperbaiki, apabila tidak diteruskan
kepada Kepala Dinas Sebagai Pimpinan Pertemuan / penanggung
jawab Sosialisasi.
Kepala Bidang Melalui Kepala Seksi menyerahkan notulen atau
laporan hasil sosialisasi kepada Staf terkait untuk diarsipkan



III. Mutu Baku

Waktu Keterangan
(2) (4)

3 hari

1 hari

1 hari

Kelengkapan Output
(1) (3)

merancang bahan - bahan untuk
pelaksanaan sosialisasi dan
pertemuan dengan Pengusaha
Angkutan Orang dan Barang

Undangan rapat, permasalahan
angkutan / bahan sosialisasi 

Perlengkapan Sosialisasi dan
Pertemuan

Absensi, ATK, Spanduk, Gedung
Rapat, Kamera, Sound System
dan lain -lainnya serta konsumsi.

Hasil Sosialisasi dan Pertemuan Notulen Rapat / Laporan
Sosialisasi berbentuk Buku



Kadis & 
Sekretaris Kabid Kasi Staf / 

Notulen

Peserta 
Sosialisasi / 
Pertemuan

Kelengkapan Waktu Output Ket

1. Kepala Dinas, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Kepala
Seksi Angkutan merancang bahan - bahan untuk
pelaksanaan sosialisasi dan pertemuan dengan
Pengusaha Angkutan Orang dan Barang.

Laporan hasil Survey,
Database angkutan,
Data kinerja
angkutan, dll

1 hari Bahan Sosialisasi dan 
pertemuan 

2. Kepala Bidang Lalu Lintas memerintahkan Kepala
Seksi Angkutan untuk membuat surat undangan
menghadiri sosialisasi dan pertemuan dengan
pengusaha angkutan Orang / Barang

Surat undangan 3 hari Bahan Sosialisasi dan 
pertemuan 

3. Kepala Seksi Lalu Lintas membuat konsep surat
undangan dan memerintahkan Staf terkait untuk
mengetik surat.

Surat undangan 3 hari Bahan Sosialisasi dan 
pertemuan 

4. Staf terkait mengetik surat berdasarkan konsep
surat yang diberikan oleh Kasi Angkutan Surat undangan 3 hari Bahan Sosialisasi dan 

pertemuan 
5. Kepala Seksi memeriksa surat undangan dan

memparafnya lalu diserahkan kepada Kepala Bidang
Lalu Lintas dan Angkutan

Surat undangan 3 hari Bahan Sosialisasi dan 
pertemuan 

6. Kepala Bidang memparaf dan menyerahkan kepada
sekretaris untuk di paraf dan diajukan kepada
Kepala Dinas untuk di tandatangani

Surat undangan 3 hari Bahan Sosialisasi dan 
pertemuan 

7. Surat yang telah ditandatangani diserahkan kembali
kepada kepala seksi oleh Kepada Bidang Surat undangan 3 hari Bahan Sosialisasi dan 

pertemuan 
8. Kepala seksi memerintahkan untuk memperbanyak

dan mendistribusikan surat tersebut kepada
perserta atau undangan sosialisasi dan pertemuan
serta menyiapkan Absensi, kelengkapan rapat
lainnya serta konsumsi.

Surat undangan 3 hari Bahan Sosialisasi dan 
pertemuan 

9. Melaksanakan sosialisasi dan pertemuan dengan
Pengusaha Angkutan Orang / Barang Notulen Rapat /

Laporan pelaksanaan
Sosialisasi

1 Hari
Notulen rapat /
Laporan pelaksanaan
Sosialisasi

Judul SOP : Pelaksanaan Survey Lalu Lintas Harian Rata - Rata 

PELAKSANA Mutu Baku

NO AKTIVITAS



Kadis & 
Sekretaris Kabid Kasi Staf / 

Notulen

Peserta 
Sosialisasi / 
Pertemuan

Kelengkapan Waktu Output Ket

PELAKSANA Mutu Baku

NO AKTIVITAS

10. Staf terkait mecatat / mengetik hasil sosialisasi dan
pertemuan sebagai notulis untuk notulen rapat
pertemuan / laporan hasil sosialisasi

Notulen Rapat /
Laporan pelaksanaan
Sosialisasi 1 Hari

Notulen rapat /
Laporan pelaksanaan
Sosialisasi yang telah
diketik

11. Notulen rapat pertemuan / laporan hasil sosialisasi
yang telah diketik dan disusun diserahkan kepada
Kepala Seksi Angkutan untuk diperiksa apabila ada
perbaikan akan diperbaiki, apabila tidak akan
dilaporkan kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan

Notulen rapat /
Laporan pelaksanaan
Sosialisasi yang telah
diketiik dan diperiksa
kasi

1 Hari

Notulen rapat /
Laporan pelaksanaan
Sosialisasi yang telah
diperiksa kabid dan
diperbaiki

12. Kepala Bidang Lalu Lintas memeriksa notulen rapat
pertemuan / laporan hasil sosialisasi apabila ada
perbaikan dikembalikan kepada Kepala Seksi
Angkutan untuk diperbaiki, apabila tidak diteruskan
kepada Kepala Dinas Sebagai Pimpinan Pertemuan /
penanggung jawab Sosialisasi.

Notulen rapat /
Laporan pelaksanaan
Sosialisasi yang telah
diperiksa kabid dan
diperbaiki

1 Hari

Notulen rapat /
Laporan pelaksanaan
Sosialisasi yang telah
diperiksa Sekretaris
dan diperbaiki, serta
di setujui Kadis

13. Kepala Bidang Melalui Kepala Seksi menyerahkan
notulen atau laporan hasil sosialisasi kepada Staf
terkait untuk diarsipkan

 Notulen rapat /
Laporan pelaksanaan
Sosialisasi yang telah
diperiksa Sekretaris
dan diperbaiki, serta
di setujui Kadis

1 Hari

Notulen rapat /
laporan pelaksanaan
Sosialisasi yang telah
disetujui

NIP. 19690606 200003 1 006

Tanjung Pati, 31 Januari 2022
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

M.DARMAWIJAYA,SH
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Nomor SOP 551.7/          /LALIN/I/2022
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1
2

3.
4.

5.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
Komputer dan Kelengkapannya
Stempel Dinas Perhubungan
Persyaratan  Administrasi  sesuai ketentuan yang berlaku

Peringatan Pencatatan dan pendataan

DINAS PERHUBUNGAN
Standar Operasi Prosedur (SOP)

Pelayanan Pemberian Rekomendasi Mutasi Warna TNKB

31 JANUARI 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

M.DARMAWIJAYA,SH
NIP. 19690606 200003 1 006

Undang - Undang  Nomor   22  Tahun  2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan. 1.  Menguasai Keterampilan Komputer

DINAS PERHUBUNGAN

Judul SOP PELAYANAN PEMBERIAN REKOMENDASI MUTASI 
WARNA TNKB

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

2.  Menguasai bidang Transportasi

Peraturan  Pemerintah  Nomor 74 tentang Angkutan  Jalan.
Keputusan Menteri Perhubungan  Nomor 35 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan angkutan  
orang di jalan dengan kendaraan umum.
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, 
Standar Operasional Prosedur ( SOP )

Jika SOP ini diabaikan, maka kinerja SKPD Dinas Perhubungan tidak terukur dengan jelas

hp
551.7/175/LALIN/I/2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 551.7/          /LALIN/I/2022
TENTANG : PELAYANAN PEMBERIAN REKOMENDASI MUTASI WARNA TNKB

NO KOMPONEN
1. Persyaratan Pelayanan : Syarat - Syarat Perlengkapan  Administrasi  yang  diperlukan untuk pemohon: 

1. Fotocopy KTP Pemohon (dengan menunjukkan aslinya);
2. Fotocopy STNK (dengan menunjukkan aslinya);
3. Fotocopy Buku KEUR (dengan menunjukkan aslinya);
4. Fotocopy BPKB (dengan menunjukkan aslinya);
5. Surat Permohonan dari Perusahaan (untuk angkutan orang);
6. Fotocopy Kartu Pengawasan terakhir (untuk angkutan orang);
7. Surat Pelepasan/Penggabungan dari Perusahaan (untuk angkutan orang).

2. Sistem , Mekanisme dan Prosedur  

PROSEDUR PELAYANAN  PERIZINAN
1. Pemohon membawa dan melengkapi segala persyaratan administrasi pembuatan

Rekomendasi Mutasi warna TNKB menurut ketentuan dan perundang - undangan.
2. Fungsional Umum menerima persyaratan administrasi dari Pemohon, memerikas

kelengkapan berkas dan selanjutnya menyerahkan kepada Kepala Seksi Angkutan;
3. Kepala Seksi Angkutan menerima dan melakukan pengecekan ulang terhadap

kelengkapan berkas persyaratan. Apabila telah lengkap, selanjutnya diserahkan kepada
Fungsional Umum untuk dibuatkan rancangan Rekomendasi Mutasi warna TNKB dan
apabila belum legkap, dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi lagi;

4. Fungsional Umum mengetik dan mencetak Rekomendasi Mutasi warna TNKB, kemudian
menyerahkannya kepada Kepala Seksi Angkutan;

5. Kepala Seksi Angkutan Orang memeriksa Surat Rekomendasi, apabila sudah sesuai
dibubuhi paraf kemudian diteruskan ke Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan. Namun
apabila belum sesuai dikembalikan kepada Fungsional Umum untuk dibetulkan;

6. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan memeriksa Surat Rekomendasi, apabila
disetujui, Rekomendasi kemudian ditandatanggani dan bilamana belum akan diserahkan
kembali kepada Kepala Seksi Angkutan  untuk disempurnakan;

7. Kepala Seksi Angkutan memerintahkan Fungsional Umum untuk menstempel Surat
Rekomendasi;

9. Fungsional Umum menyerahkan Surat Rekomendasi kepada Pemohon dan
mengarsipkan berkas dari pemohon. 

3. Jangka  Waktu Penyelesaian : 15 ( Lima belas ) menit.

4. Biaya / Tarif : Tanpa dipungut biaya

- Rekomendasi Mutasi Tanda Nomor Kendaraan Plat Kuning Ke Hitam
- Rekomendasi Mutasi Tanda Nomor Kendaraan Plat Hitam Ke Kuning
- Rekomendasi Mutasi Tanda Nomor Kendaraan Plat Kuning Ke Kuning

6. Penanganan  pengaduan  saran : Kotak Saran

Ditetapkan  di  Tanjung Pati
Pada tanggal  31 Januari 2022

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lima Puluh Kota

 

M.DARMAWIJAYA,SH
NIP. 19690606 200003 1 006

URAIAN 

5. Produk  Pelayanan :

Permohonan Fungsional
Umum

Kasi Angkutan Fungsional 
Umum

Fungsional 
Umum

Diterbitkan Kartu 
Pengawasan

Kasi Angkutan Kabid Lalin &  
Angkutan



I. IdentifiKepala Seksi SOP berdasarkan Tugas dan Fungsi serta kegiatan  yang  

berhubungan : 
 

SUB FUNGSI  
/ URAIAN TUGAS 

OUT PUT ASPEK JUDUL  SOP 

 
Melaksanakan proses  pemberian 
Rekomendasi Mutasi TNKB  kepada 
setiap mobil orang dan barang. 
 

 
Rekomendasi 
Mutasi TNKB 

 
Pelayana
n   

 
Pelayanan  Pemberian 
Rekomendasi Mutasi TNKB. 
 

 

II. IdentifiKepala Seksi Langkah 

1 Nama   SOP Pelayanan Pemberian Rekomendasi Mutasi TNKB pada Dinas Perhubungan  

2 Jenis  Kegiatan  Rutin 

3 Penangung   Jawab  

a. Produk Kepala Dinas 

b. Kegiatan Kepala Seksi  Angkutan. 

4 Ruang lingkup Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Lima Puluh Kota 

Langkah Awal : Pemohon menyerahkan persyaratan berupa, fotocopy STNK (dengan 
menunjukkan aslinya), fotocopy BPKB (dengan menunjukkan aslinya), fotocopy 
Buku Keur (dengan menunjukkan asli), fotocopy KTP/SIM Pemohon (dengan 
menunjukkan asli) untuk mobil angkutan barang dan penambahan berkas 
berupa Surat Permohonan dari Perusahaan, fotocopy  Kartu Pengawasan 
terakhir, surat pelepasan/penggabungan dari Perusahaan bagi mobil angkutan 
orang.  

Langkah Utama : 1. Fungsional Umum menerima permohonan persyaratan dari Pemohon, 
memeriksa kelengkapan persyaratan dan selanjutnya menyerahkan kepada 
Kepala Seksi Angkutan. 

2. Kepala Seksi Angkutan menerima dan melakukan cek terhadap 
kelengkapan persyaratan berkas. Apabila telah dinyatakan lengkap, 
selanjutnya diserahkan kepada Fungsional Umum untuk dibuatkan 
Rekomendasi Mutasi TNKB dan apabila tidak lengkap, dikembalikan kepada 
Pemohon untuk dilengkapi. 

3. Fungsional Umum mengetik dan mencetak Surat Rekomendasi Mutasi 
TNKB, kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi Angkutan. 

4. Kepala Seksi Angkutan memeriksa Surat Rekomendasi Mutasi TNKB apabila 
sesuai dibubuhi paraf kemudian  diteruskan Ke Kepala Bidang  Lalu Lintas 
dan Angkutan untuk ditanda-tangani. Apabila tidak sesuai dikembaikan 
kepada  Fungsional Umum untuk dibetulkan. 

5. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan memeriksa Rekomendasi Mutasi 
TNKB, apabila disetujui ditandatangani kemudian  menyerahkannya kepada 
Kepala Seksi Angkutan, apabila tidak sesuai dikembalikan kepada Kepala 
Seksi Angkutan rang untuk disempurnakan. 

6. Kepala Seksi Angkutan memerintahkan  Fungsional Umum untuk  
menstempel Surat Rekomendasi Mutasi TNKB 

7. Fungsional Umum melakukan stempel menyerahkan 1 rangkap kepada 
Pemohon, minta tanda terima dan mengarsipkan 1 (satu) rangkap surat 
Rekomendasi beserta berkas dari Pemohon. 

 

III. Mutu Baku 

Kelengkapan Waktu Output Keterangan 

(1) (2) (3) (4) 

Fotocopy STNK (dengan menunjukkan 

aslinya), fotocopy BPKB (dengan 

menunjukkan aslinya), fotocopy Buku 

Keur (dengan menunjukkan asli), 

5 menit Fotocopy STNK (dengan menunjukkan 

aslinya), fotocopy BPKB (dengan 

menunjukkan aslinya), fotocopy Buku 

Keur (dengan menunjukkan asli), 

Jika tidak lengkap 

dikembalikan 

kepada  Pemohon 

untuk segera 



Kelengkapan Waktu Output Keterangan 

(1) (2) (3) (4) 

fotocopy KTP/SIM Pemohon (dengan 

menunjukkan asli) untuk mobil 

angkutan barang dan penambahan 

berkas berupa Surat Permohonan dari 

Perusahaan, fotocopy  Kartu 

Pengawasan terakhir, surat 

pelepasan/penggabungan dari 

Perusahaan bagi mobil angkutan 

orang.  

fotocopy KTP/SIM Pemohon (dengan 

menunjukkan asli) untuk mobil 

angkutan barang dan penambahan 

berkas berupa Surat Permohonan dari 

Perusahaan, fotocopy  Kartu 

Pengawasan terakhir, surat 

pelepasan/penggabungan dari 

Perusahaan bagi mobil angkutan orang.  

dilengkapi. 

Kelengkapan Permohonan dan 

Persyaratan Rekomendasi   Mutasi 

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor  

3 menit Kelengkapan Permohonan dan 

Persyaratan  Pembuatan Rekomendasi   

Mutasi Tanda Nomor Kendaraan 

Bermotor  yang telah diperiksa 

Jika tidak lengkap 
dikembalikan 
kepada 
Fungsional Umum   

Rekomendasi   Mutasi Tanda Nomor 

Kendaraan Bermotor  yang telah 

diketik dan dicetak 

2  menit Rekomendasi   Mutasi Tanda Nomor 

Kendaraan Bermotor  yang telah 

diketik dan dicetak  diparaf Kepala 

Seksi Angkutan . 

 

Rekomendasi   Mutasi Tanda Nomor 

Kendaraan Bermotor  yang telah 

diketik dan dicetak  diparaf Kepala 

Seksi Angkutan . 

2  menit Rekomendasi   Mutasi Tanda Nomor 

Kendaraan Bermotor  yang ditanda 

tangani oleh Kepala Bidang Lalu Lintas 

dan   Angkutan. 

 

Rekomendasi   Mutasi Tanda Nomor 

Kendaraan Bermotor  yang ditanda 

tangani oleh Kepala Bidang Lalu Lintas 

dan   Angkutan di gandakan, distempel, 

serta dicatat dalam buku tanda terima 

pembuatan pelayanan angkutan 

3 menit Rekomendasi   Mutasi Tanda Nomor 

Kendaraan Bermotor  yang telah 

ditandatangani dalam buku tanda 

terima pembuatan pelayanan angkutan 

oleh pemohon dapat di serahkan 

kepada pemohon. 

 

 

 

 



Judul  SOP :   PELAYANAN  PEMBERIAN REKOMENDASI MUTASI TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR 

No. 
Aktivitas 

Mutu Baku Keterangan 

Kabid Lalin 
& Angkutan  

Kasi 
Angkutan  

 
Fungsional 
Umum/FU 

Pemohon Kelengkapan Waktu Output Ket 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mengajukan permohonan dan melengkapi 
persyarataan dengan menyerahkan fotocopy KTP 
pemohon, fotocopy STNK, fotocopy Buku KEUR , 
fotocopy BPKB bagi angkutan barang dan 
tambahan surat permohonan dari perusahaan, 
fotocopy Kartu Pengawasan dan Surat 
pelepasan/penggabungan dari Perusahaan bagi 
angkutan orang kepada Fungsional Umum. 

 

   Persyaratan 1  menit 
 

Persyaratan  

2. Fungsional Umum menerima berkas  persyaratan 
dari Pemohon, memeriksa kelengkapan 
persyaratan, dan  selanjutnya menyerahkan 
kepada Kepala Seksi Angkutan. 
  

   

  

Persyaratan 1  menit 

 
Persyaratan   

3. Menerima dan melakukan cek  terhadap 
kelengkapan persyaratan. Apabila telah dinyatakan 
lengkap, selanjutnya diserahkan kepada 
Fungsional Umum untuk dibuatkan Rekomendasi 
Mutasi TNKB dan apabila tidak lengkap 
dikembalikan kepada Fungsional Umum untuk 
dikembalikan lagi pada Pemohon untuk dilengkapi 
. 

        
      

 
       

  

Persyaratan 3  menit Pencetakkan / print 

out   Surat 

Rekomendasi Mutasi 

TNKB 

  

4. Fungsional Umum mengetik dan mencetak  Surat 
Rekomendasi Mutasi TNKB, kemudian 
menyerahkan  kepada Kepala Seksi Angkutan. 

    
 
 
      
         

 

  

Disposisi cetakkan. 3  menit Cetakkan / print out   

Surat Rekomendasi 

Mutasi TNKB 

  

5. Kepala Seksi Angkutan Orang Memeriksa  Surat 
Rekomendasi Mutasi TNKB apabila sesuai 
dibubuhi paraf kemudian  diteruskan Ke Kepala 
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan untuk ditanda-
tangani. Apabila tidak sesuai dikembaikan kepada 
Fungsional Umum untuk di betulkan. 

  
 

 

  
        

 
     

  

Pencetakkan / print 

out   Surat 

Rekomendasi 

Mutasi TNKB 

2  menit Surat Rekomendasi 
yang diparaf oleh 
Kepala Seksi 
Angkutan. 

  

Y 

T 

T 

Y 



     

 

    

6. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan 
memeriksa Surat Rekomendasi Mutasi TNKB 
apabila disetujui ditandatangani kemudian  
menyerahkannya kepada Kepala Seksi Angkutan  
Orang, apabila tidak sesuai dikembalikan kepada 
Kepala Seksi Angkutan untuk disempurnakan. 

 
        

 
       

 

  

Surat Rekomendasi 
yang diparaf oleh 
Kepala Seksi 
Angkutan. 

2  menit Surat Rekomendasi 
yang ditanda tangani 
oleh Kepala Bidang 
Lalu Lintas dan 
Angkutan. 

  

7. Kepala Seksi Angkutan memerintahkan  
Fungsioanl Umum untuk  menstempel Surat 
Rekomendasi Mutasi TNKB 

    

  

Surat Rekomendasi 
yang ditanda 
tangani oleh Kepala 
Bidang Lalu Lintas 
dan Angkutan. 

1  menit Surat Rekomendasi 
yang sudah distempel 
.  

  

8. Fungsional Umum Menstempel Surat Rekomendasi 
Mutasi TNKB 

       Surat Rekomendasi 
yang sudah 
distempel .  

1  menit Surat Rekomendasi 
yang sudah distempel 
.  

  

9. Fungsional Umum menyerahkan 1 (satu) rangkap 
Rekomendasi kepada Pemohon dan mengarsipkan 
salinan surat Rekomendasi dan berkas dari 
pemohon. 

    Rekomendasi 
Mutasi TNKB yang 
sudah distempel. 

1  menit   

 
 

Tanjung  Pati,                            2021 
 Kepala Dinas Perhubungan 
Kabupaten Lima Puluh Kota 

 

 

M.DARMAWIJAYA,SH 
NIP. 19690606 200003 1 006 
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Nomor SOP 551.7/        /LALIN/2022
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PERHUBUNGAN M. DARMAWIJAYA, SH
NIP. 19690606 200003 1 006

Judul SOP PATROLI DAN PENGAWALAN

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1 Undang - Undang  Nomor   22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 1. Mampu mengendarai kendaraan roda empat dan roda dua

2. Mempu mengatur dan mengamankan Lalu Lintas

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pehubungan 1. Kendaraan Roda 4/ Mobil Patwal

2. Handy Talkie
3. Sempritan
4. Senter
5. Mantel Hujan 

Peringatan Pencatatan dan pendataan
Jika SOP ini diabaikan, maka kinerja SKPD Dinas Perhubungan tidak terukur dengan jelas



I. Identifikasi SOP berdasarkan Tugas dan Fungsi serta Kegiatan yang berhubungan :

SUB FUNGSI/ URAIAN TUGAS OUTPUT ASPEK JUDUL SOP

Melaksanakan Patroli dan Pengawalan Laporan Kegiatan Operasional PATROLI DAN PENGAWALAN



II. IDENTIFIKASI LANGKAH

1. Nama SOP : Patroli Pengawalan
2. Jenis Kegiatan : Rutin
3. Penanggung jawab

a. Produk : Kepala Dinas
b. Kegiatan : Kepala Seksi Lalu Lintas

4. Ruang lingkup : Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh kota

Langkah Awal
:

1.  Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan memerintahkan Kepala Seksi Lalu Lintas untuk melaksanakan Patroli 
Pengamanan Bupati/Wakil Bupati agar tercipta kondisi yang aman, tertib dan lancar selama perjalanan 
Bupati/Wakil Bupati serta Tamu Penting Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Langkah Utama : 1.  Kepala Seksi Lalu Lintas melaksanakan Patroli Pengawalan, dengan sebelumnya memberikan arahan dan 
petunjuk teknis tentang kegiatan yang dimaksud, dan menentukan nama – nama Pegawai Negeri Sipil atau 
Aparatur Sipil Negara (ASN), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) serta 
Pegawai Harian Lepas (PHL) untuk melaksanakan tugas Patroli Pengawalan Bupati/Wakil Bupati yang 
nantinya akan dituangkan didalam Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas 
Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota. PNS/ASN, PPNS, Pegawai Harian Lepas yang telah ditunjuk harus 
memiliki kualifikasi sebagai berikut :

- Bagi Driver yang ditunjuk harus menguasai kendaraan roda 2 (dua) atau Kendaraan roda 4 (empat)
- Bagi PNS/ASN PHL yang ditunjuk harus menguasai prosedur pengawalan
- Bagi PNS/ASN PHL harus menguasai keadaan yang ada dilapangan
- Bagi PHL yang ditunjuk, telah lama bertugas di Bidang Lalu  Lintas  dan Angkutan,  dan memahami tugas 

pokok dan fungsinya berdasarkan perjanjian kontrak kerjanya.
- PNS di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan lainnya yang cakap untuk itu.
- Cakap  dan  memahami pelaksanaan  tugas  berdasarkan  peraturan  perundang  –  undangan yang  berlaku 

khususnya yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.  
2. Personil PNS/ASN, PPNS, Pegawai Harian Lepas yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas 

(SPT), Langsung menuju ke tempat yang telah ditugas Patroli Pengawalan berdasarkan waktu dan 
tempat/lokasi yang telah ditentukan berdasarkan SPT.

3. Petugas berada di lokasi strategis pengawasan, sehingga dapat memantau keadaan disekitar lokasi 
pelaksanaan tugas.

4. Selama melaksanakan tugas, Personil yang telah ditunjuk, wajib menjalankan tugas dibawah petunjuk dan 
arahan Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan serta Kepala Seksi Lalu Lintas, melaporkan perkembangan 
kegiatan yang sedang berlangsung, serta berkoordinasi dengan baik, dengan instansi terkait diluar Dinas 
Perhubungan, antara lain : Kepolisian, TNI, Satpol PP, serta instansi terkait lainnya yang terllibat.

5. PNS/ASN, PPNS, Pegawai Harian Lepas yang telah ditunjuk berdasarkan SPT harus membuat laporan 
setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan format laporan yang sudah tersedia.

6. Dalam hal terjadinya kecelakaan kerja yang dialami oleh personil PNS dan PHL selama waktu melaksanakan 
tugas berdasarkan SPT, maka Kepala Dinas perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota bertindak selaku 
penanggung jawab.

7. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan melalui Kepala Seksi Lalu Lintas membuat laporan tentang hasil 
pelaksanaan Patroli Pengawalan secara berkala kepada Kepala Dinas perhubungan Kabupaten Lima Puluh 
Kota.



Kelengkapan Waktu Output Keterangan
2 3 4 5

Seluruh anggota regu stand by di Kantor Dinas Perhubungan 
Lima Puluh Kota sesuai jadwal piket yang telah ditentukan

Selama kegiatan sesuai 
jadwal Anggota regu siap menerima tugas

Instruksi Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan untuk 
melaksanakan Pengawalan Bupati/Wakil Bupati 15 menit

Arahan dan petunjuk lisan tentang 
gambaran awal pelaksanaan 
kegiatan

Penugasan pengawalan oleh Kepala Seksi Lalu Lintas 
kepada Komandan regu 30 menit Surat Perintah Tugas (SPT)

Komandan Regu menyiapkan regunya sebanyak 2 (dua) 
orang dan memerintahkan driver untuk mempersiapkan 
kendaraan.

10 menit Kelengkapan personil

Driver melapor kepada Komandan Regu tentang kesiapan 
kendaraan 5 menit Kendaraan siap digunakan 

Komandan Regu naik ke kendaraan, memerintahkan Driver 
untuk menjalankan kendaraan menuju Rumah Dinas 
Bupati/Wakil Bupati

15 menit Regu sampai di Rumah Dinas 
Bupati/Wakil Bupati

Tiba di Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati :

15 menit Regu siap melaksanakan 
pengawalan Bupati/Wakil Bupati

Komandan regu menuju ajudan menyampaikan laporan siap 
melakukan pengawalan dari Rumah Dinas Bupati ke tempat 
tujuan
Pelaksanaan pengawalan dan selama perjalanan lampu 
dinyalakan Selama kegiatan Keamanan, ketertiban dan 

kelancaran perjalanan
Tiba di tujuan :

Selama kegiatan Keamanan, ketertiban dan 
kelancaran perjalanan

- Sebelum berhenti diberikan tanda/isyarat pelan;
- Berhenti dan parkir di tempat yang aman;
- Anggota regu turun dan menyebar melakukan pengawalan

Selesai acara akan kembali ke Rumah Dinas Bupati/Wakil 
Bupati :

Selama kegiatan Regu siap melaksanakan 
pengawalan Bupati/Wakil Bupati

- Kendaraan dan anggota regu telah siap;
- Komandan regu memberikan laporan kepada ajudan 

bahwa siap dilaksanakan pengawalan yang sama pada 
saat perjalanan menuju Rumah Dinas Bupati

Tiba di Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati :

30 menit Regu sampai di Rumah Dinas 
Bupati/Wakil Bupati

- Setelah kendaraan berhenti, seluruh anggota regu turun, 
komandan regu memberikan laporan kepada ajudan 
bahwa pengawalan telah selesai dilaksanakan

Pengawalan telah selesai kemudian seluruh anggota regu 
naik ke kendaraan menuju kantor Dinas Perhubungan Lima 
Puluh Kota

15 menit
Anggota regu kembali ke Kantor 
Dinas Perhubungan Lima Puluh 
Kota

Komandan regu membuat laporan tertulis 1 hari Laporan tertulis sesuai format yang 
disediakan

Lembar laporan dikumpulkan untuk direkap 10 menit Rekap laporan petugas

Laporan kegiatan menyeluruh 1 jam Dokumen laporan kegiatan yang 
sudah ditanda tangani.



No Aktivitas
Pelaksanaan Mutu Baku

Kepala 
Bidang

Kepala 
Seksi

Komandan 
Regu Driver Navigator Kelengkapan Waktu Output Ket

1 Seluruh anggota regu stand by di Kantor Dinas Perhubungan Lima 
Puluh Kota sesuai jadwal piket yang telah ditentukan

Arahan dan petunjuk lisan 
tentang pelaksanaan 
kegiatan

Selama 
kegiatan 

sesuai jadwal

Anggota regu siap menerima 
tugas

2 Instruksi Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan untuk 
melaksanakan Pengawalan Bupati/Wakil Bupati

Surat Perintah Tugas 
(SPT) 15 menit

Arahan dan petunjuk lisan 
tentang gambaran awal 
pelaksanaan kegiatan

3 Penugasan pengawalan oleh Kepala Seksi Lalu Lintas kepada 
Komandan regu

Handy Talkie, Sempritan, 
Senter lalu lintas dan 
Mantel Hujan

30 menit Surat Perintah Tugas (SPT)

4 Komandan Regu menyiapkan regunya sebanyak 2 (dua) orang dan 
memerintahkan driver untuk mempersiapkan kendaraan. Format laporan 10 menit Kelengkapan personil

5 Driver melapor kepada Komandan Regu tentang kesiapan 
kendaraan Rekap laporan petugas 5 menit Kendaraan siap digunakan 

6 Komandan Regu naik ke kendaraan, memerintahkan Driver untuk 
menjalankan kendaraan menuju Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati

Dokumen laporan kegiatan 
yang sudah ditanda 
tangani.

15 menit Regu sampai di Rumah Dinas 
Bupati/Wakil Bupati

7

Tiba di Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati :
Informasi dari Ajudan 
Bupati/ Wakil Bupati 15 menit

Regu siap melaksanakan 
pengawalan Bupati/Wakil 
Bupati

- Komandan regu menuju ajudan menyampaikan laporan siap 
melakukan pengawalan dari Rumah Dinas Bupati ke tempat 
tujuan

8 Pelaksanaan pengawalan dan selama perjalanan lampu dinyalakan
Handy Talkie, Sempritan, 
Senter lalu lintas, dan  
Mantel Hujan

Selama 
kegiatan

Keamanan, ketertiban dan 
kelancaran perjalanan

9

Tiba di tujuan :
Handy Talkie, Sempritan, 
Senter lalu lintas, dan  
Mantel Hujan

Selama 
kegiatan

Keamanan, ketertiban dan 
kelancaran perjalanan

- Sebelum berhenti diberikan tanda/isyarat pelan;
- Berhenti dan parkir di tempat yang aman;
- Anggota regu turun dan menyebar melakukan pengawalan

10

Selesai acara akan kembali ke Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati :
Handy Talkie, Sempritan, 
Senter lalu lintas, dan  
Mantel Hujan

Selama 
kegiatan

Regu siap melaksanakan 
pengawalan Bupati/Wakil 
Bupati

- Kendaraan dan anggota regu telah siap;
- Komandan regu memberikan laporan kepada ajudan bahwa 

siap dilaksanakan pengawalan yang sama pada saat 
perjalanan menuju Rumah Dinas Bupati

11

Tiba di Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati :
Informasi dari Ajudan 
Bupati/ Wakil Bupati 30 menit Regu sampai di Rumah Dinas 

Bupati/Wakil Bupati
- Setelah kendaraan berhenti, seluruh anggota regu turun, 

komandan regu memberikan laporan kepada ajudan bahwa 
pengawalan telah selesai dilaksanakan

12 Pengawalan telah selesai kemudian seluruh anggota regu naik ke 
kendaraan menuju kantor Dinas Perhubungan Lima Puluh Kota

Hasil pelaksanaan 
kegiatan 15 menit

Anggota regu kembali ke 
Kantor Dinas Perhubungan 
Lima Puluh Kota

13 Komandan regu membuat laporan tertulis Format laporan 1 hari Laporan tertulis sesuai format 
yang disediakan

14 Lembar laporan dikumpulkan untuk direkap Rekap laporan petugas 10 menit Rekap laporan petugas

15 Laporan kegiatan menyeluruh
Dokumen laporan kegiatan 
yang sudah ditanda 
tangani.

1 jam Dokumen laporan kegiatan 
yang sudah ditanda tangani.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

M. DARMAWIJAYA, SH
NIP. 19690606 200003 1 006



Nomor SOP 551.7/          /LALIN/I/2022
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1
2

3.
4.

5.

6.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
Komputer dan Kelengkapannya
Stempel Dinas Perhubungan
Persyaratan  Administrasi  sesuai ketentuan yang berlaku

Peringatan Pencatatan dan pendataan

DINAS PERHUBUNGAN
Standar Operasi Prosedur (SOP)

Pembuatan  Trayek Angkutan Perintis

31  JANUARI 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

2.  Menguasai Bidang Transportasi

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PERHUBUNGAN M.DARMAWIJAYA,SH
NIP. 19690606 200003 1 006

Judul SOP PEMBUATAN  TRAYEK ANGKUTAN PERINTIS

Undang - Undang  Nomor   22  Tahun  2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan. 1.  Menguasai Keterampilan Komputer

Peraturan  Pemerintah  Nomor 74 tentang Angkutan  Jalan.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang Dalam Trayek

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan
angkutan  orang di jalan dengan kendaraan umum.

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, 
Standar Operasional Prosedur ( SOP )

Jika SOP ini diabaikan, maka kinerja SKPD Dinas Perhubungan tidak terukur dengan jelas



I.
ASPEK

Pertemuan

II. Identifikasi Langkah
1. Nama SOP :
2. Jenis Kegiatan :
3. Penangung  jawab

a. Produk :
b. Kegiatan :

4. Ruang lingkup :
:

: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Dinas Perhubungan

Identifikasi  SOP berdasarkan Tugas dan fungsi  serta kegiatan  yang 
SUB FUNGSI / URAIAN TUGAS OUT PUT JUDUL SOP

Pembuatan Rancangan Trayek 
Angkutan perintis Rancangan Trayek Pembuatan  Trayek Angkutan 

Perintis

Pembuatan  Trayek Angkutan Perintis
Rutin

Kepala Dinas
Kepala Seksi Angkutan

Langkah Awal Kepala Dinas memerintahkan Kepala Seksi Angkutan untuk
membuat Rancangan Rencana Jaringan Trayek untuk Trayek
Angkutan Printis

Langkah Utama Kepala Seksi Angkutan memerintakan Staf terkait untuk
mengumpulkan data trayek yang dilalui angkutan perdesaan /
angkutan perkotaan.

Staf terkait menelaah data trayek dan menyusunnya kedalam
Proposal untuk ditelaah oleh Kepala Seksi Angkutan.

Kepala Seksi Angkutan melakukan diskusi bersama kepala
bidang untuk menelaah dan menentukan lokasi trayek yang
disepakati. Apabila lokasi trayek telah disepakati akan
dilakukan peninjauan langsung dan koordinasi Kantor Camat.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan beserta Kasi
Angkutan dan Staf terkait melakukan peninjauan lokasi jalur
trayek dan koordinasi ke Camat terkait, apabila tercapai hasil
yang sesuai akan dibuatkan rumusan Rancangan Trayek
Angpartis, apabila belum akan dilakukan tinjauan ulang pada
jalur trayek dan koordinasi lanjutan.

Staf terkait diperintahkan untuk menyusun Proposal
Rancangan Trayek Angkutan Perintis dan diserahkan kepada
Kasi Angkutan untuk ditinjau.

Kasi Angkutan meninjau Proposal Rancangan Trayek
Angkutan Perintis apabila sesuai akan dilaporkan kepada
Kabid Lalu Lintas dan Angkutan, Apabila Tidak akan di
serahkan kepada Staf terkait untuk diperbaiki.

Kabid Lalu Lintas dan Angkutan menelaah Proposal dan
melaporkan kepada Sekretaris dan Kepala Dinas untuk di
setujui

Kepala Dinas menyerahkan Proposal Rancangan Trayek
Angkutan Perintis yang telah disetujui Kepada Kabid Lalu
Lintas dan Angkutan untuk diperintahkan membuat Peraturan
Bupati Trayek Angkutan Perintisnya.



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

III. Mutu Baku

Waktu Keterangan
(2) (4)

2 hari

1 hari

Kasi Angkutan menyusun konsep Peraturan Bupati untuk
Penetapan Trayek Angkutan Perintis serta Nota Dinas, dan
memerintahkan Staf terkait untuk mengetik

Kepala Bidang Lalu Lintas menyerahkan Proposal Rancangan
Trayek Angkutan Perintis yang telah disetujui untuk
diperintahkan membuat Peraturan Bupati Trayek Angkutan
Perintisnya kepada Kasi Lalu lintas

Membuat Rancangan Rencana
Jaringan Trayek Angkutan Perintis

Permasalahan dan bahan
pemecahan masalah

Kasi Angkutan menelaah dan memeriksa Peraturan Bupati
untuk Penetapan Trayek Angkutan Perintis serta Nota Dinas,
apabila ada yang kurang dikembalikan kepada Staf untuk di
Perbaiki, apabila tidak diteruskan kepada Kabid Lalin
Angkutan

Kabid Lalin dan Angkutan memeriksa Peraturan Bupati untuk
Penetapan Trayek Angkutan Perintis serta Nota Dinas, apabila
ada yang kurang dikembalikan kepada Kasi untuk di Perbaiki,
apabila tidak diteruskan kepada Kadis untuk disetujui.

Kepala Dinas memeriksa kelengkapan dan kebenaran
Peraturan Bupati untuk Penetapan Trayek Angkutan Perintis
serta menandatangani Nota Dinas, dan menyerahkan kembali
kepada Kepala Bidang untuk diperintahkan melaksanakan
koordinasi ke Bagian Hukum

Kabid Lalu Lintas dan Angkutan beserta Kasi Angkutan dan
Staf melakukan Koordinasi ke Bagian Hukum dengan
menyerahkan Peraturan Bupati untuk Penetapan Trayek
Angkutan Perintis serta Nota Dinas yang telah ditandatangani
untuk di serahkan Ke Setda untuk disetujui oleh Bupati

Peraturan Bupati tentang Penetapan Trayek Angkutan
perintis diserahkan kepada Kepala Bidang untuk diberikan
kepada Kepala Seksi untuk di buat salinan

Kepala Seksi memerintahkan kepada Staf untuk membuat
salinan dan mendistrubusikan kepada Eselon terkait untuk
diketahui, serta diarsipkan.

Staf terkait membuat salinan dan mendistrubusikan kepada
Eselon terkait untuk diketahui, serta diarsipkan.

Kelengkapan Output
(1) (3)

Menyusun data trayek yang dilintasi
Angkutan Perkotaan 

Peta Jaringan Trayek
Angkutan Perkotaan 



10 hari

5 Hari

Menyusun konsep Peraturan Bupati
untuk Penetapan Trayek Angkutan
Perintis serta Nota Dinas

Konsep Peraturan Bupati
untuk Penetapan Trayek
Angkutan Perintis serta Nota
Dinas

Peraturan Bupati tentang Penetapan
Trayek Angkutan perintis

Peraturan Bupati tentang
Penetapan Trayek Angkutan
perintis yang telah disetujui
bupati

Melaksanakan Tinjauan Lokasi Jalur
Trayek Angkutan Perintis dan
Koordinasi dengan camat

peta rencana jaringan trayek
dan notulen rapat 

Menyusun Proposal Rancangan
Jaringan Trayek Angkutan Perintis

Proposal Rancangan Jaringan
Tayek Angkutan Perintis



Pembuatan  Trayek Angkutan Perintis

Kadis Kabid Kasi Staff Camat / Bagian 
Organisasi / Setda Kab Kelengkapan Waktu Output Ket

1 Kepala Dinas memerintahkan Kepala Seksi
Angkutan untuk membuat Rancangan Rencana
Jaringan Trayek untuk Trayek Angkutan Printis

Rancangan Recana 
Jaringan Trayek

Rancangan Recana 
Jaringan Trayek

2 Kepala Seksi Angkutan memerintakan Staf terkait
untuk mengumpulkan data trayek yang dilalui
angkutan perdesaan / angkutan perkotaan.

Trayek Angkutan 
Perkotaan Peta jaringan trayek

3 Staf terkait menelaah data trayek dan menyusunnya
kedalam Proposal untuk ditelaah oleh Kepala Seksi
Angkutan.

Peta jaringan trayek Lokasi Trayek yang 
disepakati

4 Kepala Seksi Angkutan melakukan diskusi bersama
kepala bidang untuk menelaah dan menentukan
lokasi trayek yang disepakati. Apabila lokasi trayek
telah disepakati akan dilakukan peninjauan
langsung dan koordinasi Kantor Camat.

Lokasi Trayek yang 
disepakati

Koordinasi dengan 
camat

5 Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan beserta
Kasi Angkutan dan Staf terkait melakukan
peninjauan lokasi jalur trayek dan koordinasi ke
Camat terkait, apabila tercapai hasil yang sesuai
akan dibuatkan rumusan Rancangan Trayek
Angpartis, apabila belum akan dilakukan tinjauan
ulang pada jalur trayek dan koordinasi lanjutan.

Koordinasi dengan 
camat

Hasil Koordinasi 
dengan camat

6 Staf terkait diperintahkan untuk menyusun Proposal
Rancangan Trayek Angkutan Perintis dan
diserahkan kepada Kasi Angkutan untuk ditinjau.

Hasil Koordinasi 
dengan camat

Proposal Rancangan 
Trayek

7 Kasi Angkutan meninjau Proposal Rancangan
Trayek Angkutan Perintis apabila sesuai akan
dilaporkan kepada Kabid Lalu Lintas dan Angkutan,
Apabila Tidak akan di serahkan kepada Staf terkait
untuk diperbaiki.

Proposal Rancangan 
Trayek

Proposal Rancangan 
Trayek

8 Kabid Lalu Lintas dan Angkutan menelaah Proposal
dan melaporkan kepada Sekretaris dan Kepala
Dinas untuk di setujui

Proposal Rancangan 
Trayek

Proposal Rancangan 
Trayek

:Judul SOP                                                                                            

PELAKSANA Mutu Baku

NO AKTIVITAS

T
Y

Y
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9 Kepala Bidang Lalu Lintas menyerahkan Proposal
Rancangan Trayek Angkutan Perintis yang telah
disetujui untuk diperintahkan membuat Peraturan
Bupati Trayek Angkutan Perintisnya kepada Kasi
Lalu lintas

Proposal Rancangan 
Trayek

Proposal Trayek 
Angkutan Perintis

10 Kasi Angkutan menyusun konsep Peraturan Bupati
untuk Penetapan Trayek Angkutan Perintis serta
Nota Dinas, dan memerintahkan Staf terkait untuk
mengetik

Proposal Trayek 
Angkutan Perintis

Rancangan Perbub 
Trayek Angkutan 

Perintis

11 Kasi Angkutan menelaah dan memeriksa Peraturan
Bupati untuk Penetapan Trayek Angkutan Perintis
serta Nota Dinas, apabila ada yang kurang
dikembalikan kepada Staf untuk di Perbaiki, apabila
tidak diteruskan kepada Kabid Lalin Angkutan

Rancangan Perbub 
Trayek Angkutan 

Perintis

Rancangan Perbub 
Trayek Angkutan 

Perintis

12 Kabid Lalin dan Angkutan memeriksa Peraturan
Bupati untuk Penetapan Trayek Angkutan Perintis
serta Nota Dinas, apabila ada yang kurang
dikembalikan kepada Kasi untuk di Perbaiki, apabila
tidak diteruskan kepada Kadis untuk disetujui.

Rancangan Perbub 
Trayek Angkutan 

Perintis

Rancangan Perbub 
Trayek Angkutan 
Perintis dan Nota 

Dinas

13 Kepala Dinas memeriksa kelengkapan dan
kebenaran Peraturan Bupati untuk Penetapan
Trayek Angkutan Perintis serta menandatangani
Nota Dinas, dan menyerahkan kembali kepada
Kepala Bidang untuk diperintahkan melaksanakan
koordinasi ke Bagian Hukum

Rancangan Perbub 
Trayek Angkutan 
Perintis dan Nota 

Dinas

Rancangan Perbub 
Trayek Angkutan 

Perintis

14 Kabid Lalu Lintas dan Angkutan beserta Kasi
Angkutan dan Staf melakukan Koordinasi ke Bagian
Hukum dengan menyerahkan Peraturan Bupati
untuk Penetapan Trayek Angkutan Perintis serta
Nota Dinas yang telah ditandatangani untuk di
serahkan Ke Setda untuk disetujui oleh Bupati     

Rancangan Perbub 
Trayek Angkutan 
Perintis dan Nota 
Dinas yang telah 
ditandatangani

Koordinasi dengan 
bagian hukum

15 Peraturan Bupati tentang Penetapan Trayek
Angkutan perintis diserahkan kepada Kepala Bidang
untuk diberikan kepada Kepala Seksi untuk di buat
salinan

Koordinasi dengan 
bagian hukum

Koordinasi dengan 
Setda

T
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Y
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16 Peraturan Bupati tentang Penetapan Trayek
Angkutan perintis diserahkan kepada Kepala Bidang
untuk diberikan kepada Kepala Seksi untuk di buat
salinan

   

Koordinasi dengan 
Setda

Perbup yang telah di 
setujui Bupati

17 Kepala Seksi memerintahkan kepada Staf untuk
membuat salinan dan mendistrubusikan kepada
Eselon terkait untuk diketahui, serta diarsipkan.

Perbup yang telah di 
setujui Bupati

Perbup yang telah di 
setujui Bupati

18 Staf terkait membuat salinan dan mendistrubusikan
kepada Eselon terkait untuk diketahui, serta
diarsipkan.

Perbup yang telah di 
setujui Bupati Arsip dan Salinan

Tanjung Pati, 31   Januari 2022
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

M.DARMAWIJAYA,SH
NIP. 19690606 200003 1 006
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Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PERHUBUNGAN M. DARMAWIJAYA, SH
NIP. 19690606 200003 1 006

Judul SOP PENGAMANAN LALU LINTAS

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1 Undang - Undang  Nomor   22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 1. Mampu mengatur dan mengamankan Lalu Lintas

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pehubungan 1. Sempritan

2. Handy Talkie

Peringatan Pencatatan dan pendataan
Jika SOP ini diabaikan, maka kinerja SKPD Dinas Perhubungan tidak terukur dengan jelas



I. Identifikasi SOP berdasarkan Tugas dan Fungsi serta Kegiatan yang berhubungan :

SUB FUNGSI/ URAIAN TUGAS OUTPUT ASPEK JUDUL SOP

Melaksanakan Pengamanan Lalu Lintas Laporan Kegiatan Operasional PENGAMANAN LALU LINTAS



II. IDENTIFIKASI LANGKAH

1. Nama SOP : Pengamanan Lalu Lintas
2. Jenis Kegiatan : Rutin
3. Penanggung jawab

a. Produk : Kepala Dinas
b. Kegiatan : Kepala Seksi Lalu Lintas

4. Ruang lingkup : Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh kota

Langkah Awal
:

1.  Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan memerintahkan Kepala Seksi Lalu Lintas untuk melaksanakan 
Pengamanan Lalu Lintas di ruas jalan, di persimpangan dan pusat-pusat keramaian yang dirasa sangat rawan 
kecelakaan dan Pengendalian dan Pengaturan Perparkiran pada pusat – pusat kegiatan/ keramaian yang 
dapat mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.Langkah Utama : 1.  Kepala Seksi Lalu Lintas melaksanakan Pengamanan Lalu Lintas dan Pengendalian Parkir, dengan 
sebelumnya memberikan arahan dan petunjuk teknis tentang kegiatan yang dimaksud, dan menentukan 
nama – nama Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 
Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) serta Pegawai Harian Lepas (PHL) untuk melaksanakan tugas 
Pengamanan Lalu Lintas dan perparkiran di tempat-tempat keramaian serta di ruas jalan, di persimpangan 
yang dirasa sangat rawan kecelakaan dan Pengendalian pada pusat – pusat kegiatan/ keramaian yang 
nantinya akan dituangkan didalam Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas 
Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota. PNS/ASN, PPNS, Pegawai Harian Lepas yang telah ditunjuk harus - Bagi PNS/ASN PHL harus menguasai 12 gerakan dasar pengaturan lalu lintas

- Bagi PNS/ASN PHL harus menguasai keadaan yang ada dilapangan
- Bagi PHL yang ditunjuk, telah lama bertugas di Bidang Lalu  Lintas  dan Angkutan,  dan memahami tugas 

pokok dan fungsinya berdasarkan perjanjian kontrak kerjanya.
- PNS di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan lainnya yang cakap untuk itu.
- Cakap  dan  memahami pelaksanaan  tugas  berdasarkan  peraturan  perundang  –  undangan yang  berlaku 

khususnya yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.  
2. Personil PNS/ASN, PPNS, Pegawai Harian Lepas yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas 

(SPT), Langsung menuju ke tempat yang telah ditugas Pengamanan Lalu Lintas pada titik keramaian 
berdasarkan waktu dan tempat/lokasi yang telah ditentukan berdasarkan SPT.

3. Petugas berada di lokasi strategis pengawasan, sehingga dapat memantau keadaan disekitar lokasi 
pelaksanaan tugas.

4. Selama melaksanakan tugas, Personil yang telah ditunjuk, wajib menjalankan tugas dibawah petunjuk dan 
arahan Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dan Kepala Seksi Lalu Lintas, melaporkan perkembangan 
kegiatan yang sedang berlangsung.

5. PNS/ASN, PPNS, Pegawai Harian Lepas yang telah ditunjuk berdasarkan SPT harus membuat laporan 
setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan format laporan yang sudah tersedia.

6. Dalam hal terjadinya kecelakaan kerja yang dialami oleh personil PNS dan PHL selama waktu melaksanakan 
tugas berdasarkan SPT, maka Kepala Dinas perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota bertindak selaku 
penanggung jawab.

7. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan melalui Kepala Seksi Lalu Lintas  membuat laporan tentang hasil 
pelaksanaan Pengamanan Lalu Lintas  secara berkala kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima 
Puluh Kota.



Kelengkapan Waktu Output Keterangan
2 3 4 5

Instruksi Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan 
untuk melaksanakan Pengamanan Lalu Lintas pada titik 
lokasi sekolah dan persimpangan

15 menit
Arahan dan petunjuk lisan tentang 
gambaran awal pelaksanaan 
kegiatan

Penunjukan petugas pengamanan Lalu Lintas 30 menit Surat Perintah Tugas (SPT)

Pelaksanaan Pengamanan Lalu Lintas Selama Kegiatan Keselamatan, ketertiban dan 
kelancaran lalu lintas

Laporan dari petugas lapangan 1 hari Laporan tertulis sesuai format yang 
disediakan

Lembar laporan dikumpulkan untuk direkap 15 menit Rekap laporan petugas

Laporan kegiatan menyeluruh 1 jam Dokumen laporan kegiatan yang 
sudah ditanda tangani.



No Aktivitas

Pelaksanaan Mutu Baku

Kepala 
Bidang

Kepala 
Seksi

Petugas 
Pengamanan 
Lalu Lintas

Kelengkapan Waktu Output Ket

1
Instruksi Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan untuk 
melaksanakan Pengamanan Lalu Lintas pada titik lokasi sekolah 
dan persimpangan

Arahan dan petunjuk lisan 
tentang pelaksanaan 
kegiatan

15 menit
Arahan dan petunjuk lisan 
tentang gambaran awal 
pelaksanaan kegiatan

2 Penunjukan petugas pengamanan Lalu Lintas Surat Perintah Tugas 
(SPT) 30 menit Surat Perintah Tugas (SPT)

3 Pelaksanaan Pengamanan Lalu Lintas Handy Talkie dan 
Sempritan

Selama 
Kegiatan

Keselamatan, ketertiban dan 
kelancaran lalu lintas

4 Laporan dari petugas lapangan Format laporan 1 hari Laporan tertulis sesuai format 
yang disediakan

5 Lembar laporan dikumpulkan untuk direkap Rekap laporan petugas 15 menit Rekap laporan petugas

6 Laporan kegiatan menyeluruh
Dokumen laporan kegiatan 
yang sudah ditanda 
tangani.

1 jam Dokumen laporan kegiatan 
yang sudah ditanda tangani.
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Judul SOP Survey Kebutuhan Alat Kelengkapan Jalan

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1 Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2013 nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5486);

3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan

 daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;

4 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan

 Bermotor di Jalan;

5 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 49 tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

6 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 67 tahun 018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 34 tahun 2014 tentang Marka Jalan;

7 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 82 tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna

Jalan;

8 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;

9 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah  Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

10 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

 Tahun Anggaran 2022;

11 Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

fungsi, serta tata kerja Dinas Perhubungan;

12 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022;

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pehubungan 1. Komputer dan Kelengkapannya

2. Stempel Dinas Perhubungan

3. Persyaratan Administrasi sesuai Ketentuan yang berlaku

4. Kelengkapan Survey

Peringatan Pencatatan dan pendataan
Jika SOP ini diabaikan, maka kinerja SKPD Dinas Perhubungan tidak terukur dengan jelas



I. Identifikasi SOP berdasarkan Tugas dan Fungsi serta Kegiatan yang berhubungan :

SUB FUNGSI/ URAIAN TUGAS OUTPUT ASPEK JUDUL SOP

Melaksanakan Survey Kebutuhan Alat 
Kelengkapan Jalan

Laporan Operasional Survey Kebutuhan Alat 
Kelengkapan Jalan



II. IDENTIFIKASI LANGKAH

1 Nama SOP : Survey Kebutuhan Alat Kelengkapan Jalan
2 Jenis Kegiatan : Survey
3 Penanggung 

a. Produk : Kepala Dinas Perhubungan
b. Kegiatan : Kepala Seksi Lalu Lintas

4 Ruang lingkup : Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh kota

Langkah Awal
:

1. 
 

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan memerintahkan kepada Kepala Seksi Lalu Lintas untuk 
melaksanakan kegiatan Survey Kebutuhan Alat Kelengkapan Jalan di wilayah kerja Dinas 
Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota 

Langkah Utama : 1. 
 

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan memerintahkan Kepala Seksi Lalu Lintas untuk melakukan 
Survey Kebutuhan Alat Kelengkapan Jalan.

2. Kepala Seksi Lalu Lintas menunjuk beberapa orang staf yang akan bertugas sebagai surveyor dan 
membuat Surat Perintah Tugas

3. Kepala Seksi Lalu Lintas beserta staf melaksanakan briefing bersama dengan tenaga Surveyor, 
menjelaskan mengenai tahapan dan metode Survey Kebutuhan Alat Kelengkapan Jalan

4. Tim Surveyor melaksanakan kegiatan survey berdasarkan Surat Perintah yang sudah dibuat
5. Melakukan rekapan hasil kegiatan Survey Kebutuhan Alat Kelengkapan Jalan
6. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Survey Kebutuhan Alat Kelengkapan Jalan dan 

menyampaikan kepada Kepala Seksi Lalu Lintas
7. Kepala Seksi Lalu Lintas menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Dan 

Angkutan



Kelengkapan Waktu Output Keterangan
2 3 4 5

Instruksi Kabid Lalu Lintas dan Angkutan kepada Seksi 
Lalu Lintas untuk melaksanakan Survey Kebutuhan Alat 
Kelengkapan Jalan

30 menit
Arahan dan petunjuk lisan 
tentang gambaran awal 
pelaksanaan kegiatan

Kepala Seksi Lalu Lintas menunjuk berberapa orang Staf 
sebagai petugas Surveyor 30 menit Surat Perintah Tugas (SPT)

Kepala seksi Lalu Lintas melakukan briefing dan 
menjelaskan tahapan dan metode survey 2 jam Pemahaman mengenai tahapan 

dan metode pelaksanaan survey

Tim Surveyor melaksanakan kegiatan Survey Kebutuhan 
Alat Kelengkapan Jalan Sesuai Jadwal

Identifikasi Kebutuhan Alat 
Kelengkapan Jalan yang 
dibutuhkan

Laporan Hasil Kegiatan Survey Kebutuhan Alat 
Kelengkapan Jalan 1 Hari Dokumen Laporan kegiatan yang 

sudah di tanda tangani



No Aktivitas
Pelaksanaan Mutu Baku

Kepala 
Bidang

Kepala 
Seksi Staf Kelengkapan Waktu Output Ket

1
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan memerintahkan 
Kepala Seksi Lalu Lintas untuk melakukan Survey Kebutuhan 
Alat Kelengkapan Jalan.

Arahan dan petunjuk 
lisan tentang 
pelaksanaan kegiatan

30 Menit Gambaran awal kegiatan

2
Kepala Seksi Lalu Lintas menunjuk beberapa orang staf yang 
akan bertugas sebagai surveyor dan membuat Surat Perintah 
Tugas

Surat Perintah Tugas 
(SPT) 15 menit Surat Perintah Tugas (SPT)

3

Kepala Seksi Lalu Lintas beserta staf melaksanakan briefing 
bersama dengan tenaga surveyor, menjelaskan mengenai 
tahapan dan metode Survey Kebutuhan Alat Kelengkapan 
Jalan

Pengarahan dan instruksi 
mengenai tahapan dan 
metode survey

2 jam
Pemahaman mengenai 
tahapan dan metode 
pelaksanaan survey

4 Tim surveyor melaksanakan kegiatan survey berdasarkan Surat 
Perintah yang sudah dibuat

Petugas Surveyor dan 
Alat penunjang kegiatan 
Survey

Sesuai Jadwal
Terlaksananya kegiatan 
survey kebutuhan alat 
kelengkapan jalan

5 Melakukan rekapan hasil kegiatan Survey Kebutuhan Alat 
Kelengkapan Jalan

Data Hasil Survey 
kebutuhan alat 
kelengkapan jalan

1 jam
Rekapan hasil Survey 
Kebutuhan Alat Kelengkapan 
Jalan

6
Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Survey 
Kebutuhan Alat Kelengkapan Jalan dan menyampaikan kepada 
Kepala Seksi Lalu Lintas

Format laporan 1 jam Hasil pelaksanaan kegiatan

7 Kepala seksi lalu lintas menyampaikan laporan tersebut kepada 
Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan

Laporan Hasil 
pekasanaan kegiatan 
survey  

30 menit

Laporan yang telah 
ditandatangani oleh Kabid 
Lalin dan Angkutan dan Kasi 
Lalu Lintas.
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